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Abstract. Changes in working-hour policies can bring both positive and negative impacts to an organization. At 

a private university, the implementation of such a policy has generated noticeable reactions among employees, 

particularly administrative staff who are directly affected by daily operational regulations. This study aims to 

evaluate the implementation of the revised working-hour policy, specifically how it is understood, practiced, and 

accepted by administrative personnel. In addition, the study examines the relationship between employees’ 

acceptance of the policy and Barnard’s theory of acceptance of authority, which emphasizes four conditions that 

must be met for individuals to willingly comply with directives or regulations. The results show that violations of 

the working-hour policy fall into the low category at 64%, medium at 24%, and high at only 12%. These findings 

indicate that the majority of administrative staff still attempt to comply with the policy despite adjustments that 

may be perceived as burdensome. Among the four conditions supporting compliance according to Barnard, the 

belief that the policy does not conflict with personal goals was found to have a significant relationship with the 

level of violation, with a correlation coefficient of 0.304 and a significance value of 0.032. This suggests that the 

greater the alignment between the policy and individual goals, the lower the likelihood of violation. Future studies 

are needed to convert violation rates into compliance measures so that the direction of the correlation can be 

interpreted more accurately. 

 

Keywords:  Acceptance Of Authority; Administrative Staff; Compliance; Violation Levels; Working Hours. 

 

Abstrak. Perubahan kebijakan jam kerja dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi suatu organisasi. 

Di sebuah perguruan tinggi swasta, penerapan kebijakan tersebut telah menimbulkan dinamika dan gejolak, 

terutama di kalangan tenaga kependidikan yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aturan operasional 

lembaga. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi perubahan kebijakan jam kerja tersebut, khususnya 

bagaimana kebijakan itu dipahami, dijalankan, serta diterima oleh tenaga kependidikan. Selain itu, penelitian ini 

juga menelaah hubungan antara tingkat penerimaan karyawan terhadap kebijakan dengan konsep penerimaan 

terhadap otoritas yang dikemukakan oleh Barnard, yang menekankan empat kondisi yang harus terpenuhi agar 

seseorang bersedia mematuhi perintah atau regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran 

terhadap kebijakan jam kerja berada pada kategori rendah sebesar 64%, kategori sedang 24%, dan kategori tinggi 

hanya 12%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kependidikan masih berupaya mematuhi aturan 

meskipun terdapat penyesuaian yang mungkin dirasa membebani. Dari empat kondisi yang mendukung 

penerimaan kepatuhan menurut Barnard, faktor keyakinan bahwa kebijakan tidak bertentangan dengan tujuan 

pribadi terbukti memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pelanggaran, dengan koefisien korelasi 0,304 dan 

nilai signifikansi 0,032. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar kesesuaian kebijakan dengan tujuan 

individu, semakin rendah kemungkinan pelanggaran terjadi. Ke depan, diperlukan kajian lebih mendalam untuk 

mengonversi ukuran pelanggaran menjadi indikator kepatuhan agar arah korelasi dapat dianalisis dengan lebih 

tepat. 

 

Kata kunci: Jam Kerja; Kepatuhan; Penerimaan Terhadap Otoritas; Tenaga Kependidikan; Tingkat Pelanggaran. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kebijakan jam kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaaan yaitu maksimal 

40 jam per minggu. Sesuai pasal 77 Undang Undang Cipta kerja, terdapat dua skema durasi 

kerja per hari, yaitu 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam perhari untuk 7 hari kerja 

(Republik Indonesia, 2023).  Ketentuan tersebut bersifat mandatory bagi pengusaha untuk 

menjamin hak pekerja, terutama terkait dengan stamina dan kesehatannya. Sebuah riset 
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menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam/minggu memiliki kecenderungan 

yang lebih rendah untuk sehat (Ramadani, 2021). Riset lain menemukan bahwa jam kerja 

berhubungan dengan kejadian penyakit hipertensi (Ibrahim; Marianingrum, Dyah; Tang, 

2023).  

Pada sisi yang lain, jam kerja juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan (Pramono, 2020). Maka secara kronologis, kita dapat mengaitkan 

bahwa jam kerja berpengaruh pada kesehatan, dan kesehatan akan mempengaruhi 

produktivitas kerja. Penyimpulan ini didukung oleh suatu studi kasus yang menemukan 

semakin banyak jumlah jam kerja tambahan akan menurunkan produktivitasnya. Pekerja 

dengan banyak jam kerja, akan menurun produktivitasnya pada hari setelahnya (Kukuh 

Yulianto & Dety Mulyanti, 2023). 

Diskursus tentang ketentuan waktu kerja berkembang. Perkembangan ini 

mengakomodasi faktor produktivitas sekaligus kebutuhan pekerjanya. Dalam perspektif 

kebijakan,  Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 memungkinkan diberlakukannya  

fleksibilitas waktu kerja.  Meski telah diterapkan pada beberapa jenis perusahaan fenomena 

pandemic Covid 19 pada sekitar tahun 2020 menjadi pemicu pemberlakuannya secara lebih 

masif. Praktik fleksibilitas di berbagai perusahaan telah diterapkan dan terbukti efektif.  

Berdasarkan suatu riset literatur ditemukan bahwa dampak positif fleksibilitas kerja 

lebih banyak dari dampak negatifnya. Fleksibilitas kerja secara signifikan dapat meningkatkan 

produktivitas, kinerja, return of labor, profitabilitas organisasi, serta menurunkan turnover 

intention. Di sisi lain penerapan fleksibilitas kerja juga meningkatkan kemungkinan stress serta 

kesulitan memisahkan kehidupan kerja dan keluarga (Irchamillah & Hendriani, 2023). 

Penelitian lain menunjukkan bahwa pengaturan waktu kerja fleksibel berhubungan dengan 

kesehatan fisik yang lebih baik, pengurangan ketidakhadiran, serta gejala somatik yang lebih 

sedikit (Saputro, 2023).  Bahkan penelitian lebih lanjut terhadap berbagai sektor pekerjaan di 

Asia menemukan bahwa sebesar 91,5% pekerja menginginkan fleksibilitas waktu kerja, dan 

89% menginginkan fleksibilitas lokasi (Kirana & Hendriani, 2024) .  

Pasca Pandemi, penelitian berlanjut dengan menghubungkan fleksibilitas dengan work 

life balance. Penelitian terhadap pelaksanaan fleksibilitas kerja pada perguruan tinggi di Tegal 

menunjukkan bahwa fleksibilitas berpengaruh positif terhadap tercapainya Work Life Balance, 

dan Work Life Balance memiliki efek positif terhadap kinerja civitas akademik (Kurniawan & 

Huda, 2021). Meskipun fleksibilitas tidak memberikan efek positif pada penelitian tersebut, 

namun diperoleh kontribusi teoritis yaitu Work Life Balance sebagai variabel yang terhubung.  

Kajian lain menemukan bahwa penerapan fleksibilitas waktu yang dikuatkan oleh dukungan 
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atasan dapat mengembangkan strategi adaptif dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan 

kehidupan pribadi (Oktaviana, 2025) . Work Life Balance masih menjadi issue yang 

menarik,didukung oleh kebijakan pengaturan fleksibilitas waktu / tempat kerja.  Perubahan 

kebijakan yang kurang fleksibel menimbulkan resistensi pegawai, yang mempengaruhi 

penurunan kedisiplinan dan berdampak pada pelayanan publik (Zai et al., 2024).  

Dunia pendidikan pun menerapkan pengaturan fleksibilitas kerja selama Pandemi 

Covid 19. Meski faktanya, terdapat temuan menarik di dunia pendidikan terkait fleksibilitas 

waktu kerja sebelum covid 19. Pada sebuah perguruan tinggi di Aceh, penerapan peraturan 

yang kurang toleran terhadap waktu kerja memunculkan permasalahan. Digambarkan bahwa 

sistem finger print yang diterapkan memunculkan perdebatan dan keluhan bagi dosen dan 

karyawan (Inayatillah, 2015). Sistem tersebut tidak mengakomodasi toleransi terhadap 

kebutuhan dosen dan pegawai, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Disiplin Kehadiran 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian agama.  

Ketika trend pengaturan waktu kerja diarahkan kepada fleksibilitas, sebuah perguruan 

tinggi di wilayah karesidenan Surakarta justru melakukan perubahan sebaliknya. Jam 

kehadiran tenaga kependidikan  yang sebelumnya fleksibel sesuai jadwal berubah menjadi 

terjadwal 08.00 – 16.00 tanpa toleransi keterlambatan. Penerapan kebijakan tersebut 

menimbulkan reaksi dikalangan tenaga kependidikan, mengingat ketidakpatuhan terhadap 

peraturan tersebut akan menimbulkan konsekuensi punishment. Permasalahan tersebut 

melatarbelakangi penulis untuk mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut, sekaligus 

mengkaji : (1) tingkat pelanggaran karyawan (tenaga kependidikan) terhadap kebijakan jam 

kerja (2) hubungan antara kondisi yang mempengaruhi penerimaan dengan tingkat pelanggaran 

jam kerja tenaga kependidikan. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Dalam bukunya berjudul  The Function of The Executive, Chester Barnard (1938) 

memperkenalkan syarat penerimaan perintah otoritas. Syarat tersebut terdiri dari empat 

kondisi, yaitu : (a) adanya pemahaman terhadap perintah, (b) adanya kepercayaan bahwa 

perintah tersebut selaras dengan tujuan organisasi, (c) adanya kepercayaan bahwa perintah 

tersebut sesuai dengan kepentingan pribadi secara keseluruhan, dan (d) adanya kemampuan 

secara fisik dan mental untuk melaksanakannya (Barnard, 1938). Penerimaan otoritas ini tidak 

hanya dipahami, namun perlu diobservasi sejauh mana efektivitasnya, Penerimaan otoritas 

yang tinggi berhubungan dengan hasil yang baik yang mengendalikan manajer dan 
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karakteristik tim. Lebih lanjut, penerimaan yang tinggi memungkinkan kapasitas yang lebih 

tinggi pada kapasitas adaptasi organisasi, serta kinerja yang dihasilkannya (Roman et al., 2021) 

Arahan/kebijakan otoritatif diyakini mampu mengalahkan alasan yang bertentangan 

melalui proses pengecualian. Namun, pandangan pluralis menyatakan bahwa kebijakan 

otoritatif dapat dikalahkan oleh alasan yang lebih berbobot (Fives, 2022). Bailey (1993) 

berpendapat bahwa terkait dengan kekuasan, Individu digerakkan oleh dua hal, yaitu hati 

nurani (di dalam) dan konsensus di luar (Wylie, 2008).  Maka sebagai sebuah bentuk 

penerimaan,  secara filosofis otoritas dapat dipandang sebagai sesuatu yang dilematis. 

Seseorang mengalami dilema untuk mematuhi otoritas atau alasan yang lebih berbobot  (Fives, 

2024) . Lebih lanjut, seseorang akan menyesal karena gagal melakukan yang seharusnya 

dilakukan, ketika dia mengalahkan satu alasan, namun tidak membatalkan.  

Permasalahannya, pemahaman moral individu menjadi hambatan utama dalam 

menghadapi dilemma otoritas. Bagaimanapun juga,  otoritas menjalankan peran mendasar 

untuk memungkinkan atau mempertahankan karakter baik, termasuk membentuk sifat pribadi 

(Cocking, 2025). Dalam pandangan lain, otoritas adalah pemilik suatu pengetahuan yang 

membuat seseorang bertindak ketika menaatinya. Maka dalam kondisi ideal seseorang dengan 

kekuasaan memiliki pengetahuan tentang kepatuhan dengan cara meruntuhkan asimetri diri 

yang dimiliki pihak lain (Sevel, 2021). Sedangkan dari sisi penerimaan, seseorang perlu 

menjadi terdidik, untuk dapat memahami otoritas, termasuk kesalahan atas kepatuhan. 

Pandangan filosofis diatas telah menegaskan adanya batas-batas otoritas. Untuk itu 

organisasi perlu mempertimbangkan berbagai wilayah penerimaan karyawan. Relevansi karya 

Barnard di era organisasi modern adalah munculnya pendekatan humanistiknya terhadap 

organisasi, serta cara beroperasinya dalam stuktur ekonomi modern (Khan & Singh, 2024). 

Organisasi tidak hanya membahas kinerja teknis, namun juga soal moral. Adopsi penerimaan 

etis menjadi metafora yang menggambarkan kesediaan karyawan bertindak sesuai kebutuhan 

organisasi, alih-alih preferensi pribadi (Dubnick & Justice, 2014).   

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidak selamanya kepentingan pribadi 

membentuk norma di antara norma yang saling bertentangan. Penelitian tersebut menunjukkan 

adanya dorongan penalaran yang berpusat pada diri sendiri membuat keputusan individu bias 

terhadap prinsip normatif yang selaras kepentingan pribadi, sehingga lebih memihak orang lain 

saat mereka memiliki kepentingan yang sama (Neuber & Neuber, 2021). Dengan demikian 

penting untuk memandang kepentingan pribadi sebagai suatu aspirasi daripada pandangan 

negatif tentang keuntungan pribadi.(Vinokurov, 2024) Kepentingan tersebut merupakan hak 
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yang dapat menjadi stimulus bagi kinerja yang berkualitas dalam konteks kepentingan 

bersama.  

Dimensi moral dan etis menjadi penting mengingat dalam kondisi tertentu, rasa hormat 

karyawan terhadap otoritas dapat mendorong perilaku pro organisasi yang tidak etis (Clercq, 

2023). Karyawan dapat saja mempunyai komitmen untuk mendukung tujuan organisasi, tetapi 

melanggar berbagai kaidah etis. Meskipun secara sistemik, pendekatan terhadap kinerja 

berorientasi tujuan juga terhubung dengan perilaku tersebut, selain pertimbangan moral (Mo et 

al., 2023).  Maka dalam perkembangannya, Barnard lebih fokus pada tanggung jawab dan sifat 

spontan koordinasi dalam perusahaan daripada pada otoritas (Walsh & Brady, 2019)  

Barnard juga menjelaskan adanya tangan tak terlihat dalam koordinasi perusahaan dan 

membandingkannya dengan koordinasi pasar.  Dalam iklim kapitalisme, seorang manajer 

dituntut unggul dalam membuat pertimbangan moral, melihat organisasi secara keseluruhan, 

serta membedakan faktor-faktor strategis (Valentinov & Roth, 2022). Tanpa keunggulan 

tersebut, kemungkinan terjadi penggunaan kekuasaan perusahaan yang tidak bermoral dan 

bertanggungjawab. Situasi ini berisiko terhadap keberlanjutan perusahaan.  

Pendekatan sistemik terhadap fungsi otoritas menempatkan dikotomi antara partisipasi 

dan otoritarian. Sebuah penelitian mengakomodasi model otoritarian dan partisipasi, dengan 

temuan simulasi penerapan keduanya. Penelitian tersebut menemukan bahwa otoritas lebih 

disukai pada jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, keputusan 

kolektif lebih disukai, terutama jika tidak memasukkan pengaruh sosial (Sáenz-Royo & 

Lozano-Rojo, 2023). Riset tersebut melengkapi wawasan Barnard tentang fungsi kekuasaan, 

dimana wilayah transparansi organisasi menjadi salah satu pertimbangan etis bagi organisasi 

modern(Dubnick & Justice, 2014). Untuk itu dia menawarkan suatu pendekatan sistemik 

organisasi, bahwa organisasi dapat berhasil mengurangi kompleksitas dan menavigasi 

lingkungan luar yang genting jika beroperasi sebagai kesatuan organisme (Valentinov & Roth, 

2021). 

Ilustrasi Barnard tentang kemampuan seseorang untuk menjalankan perintah otoritas 

tampak dalam penelitian tentang tanggapan terhadap permintaan tak beralasan oleh  otoritas . 

Dalam hal ini, pemberi perintah perlu memahami konsepsi kewajaran statis dan dinamis terkait 

perintah/permintaan  dalam hal tingkatan maupun urutan. Pada permintaan yang rendah 

membenarkan pengembalian (hasil) yang lebih sedikit, sedangkan permintaan tinggi cenderung 

diabaikan. Jika permintaan terus meningkat, maka akan lebih sedikit (hasil)  yang  

dikembalikan dibandingkan permintaan yang sama pada urutan acak dan tingkat yang semakin 
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menurun  (Pelligra et al., 2020). Permintaan juga dapat menurunkan kepercayaan penerima 

otoritas. 

Berbagai pertimbangan dari dimensi filosofis, etis, dan sistemik terhadap 

keberlangsungan organisasi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu ditempatkan dalam suatu 

konteks mikro, yaitu penerapan kebijakan jam kerja. Kesenjangan antara jam kerja yang 

diinginkan dengan jam kerja aktual dapat berdampak buruk bagi pekerja, serta implikasinya 

terhadap pasar tenaga kerja, serta pasar barang dan jasa (Constant & Otterbach, 2011). 

Meskipun terdapat kesenjangan penelitian terkait biaya, kebijakan jam kerja yang tidak standar 

diperlukan pada beberapa pekerjaan untuk mengakomodasi tugas yang tidak dapat dilakukan 

pada jam kerja standar (Wong et al., 2022).  

Bidang Pelayanan kesehatan memandang bahwa penerapan jam tugas fleksibel tidak 

berdampak buruk pada pelanggaran jam tugas atau kesejahteraan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan cenderung tinggi, dan terdapat pula dampak positif pada kesinambungan perawatan 

(Khorfan et al., 2020). Dalam penelitian lain juga ditemukan adanya penurunan risiko 

kendaraan bermotor, risiko cedera perkutan, serta risiko rasio tingkat insidens (Weaver et al., 

2020).   

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif untuk 

menggambarkan implementasi kebijakan jam kerja pada tenaga kependidikan sebuah 

perguruan tinggi.  Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan, sejumlah 63 

orang. Dengan kriteria inklusi yaitu tenaga kependidikan yang telah minimal bekerja selama 

satu tahun maka terdapat 58 tenaga kependidikan sesuai kriteria. Teknik sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling, dimana setiap tenaga kependidikan dalam kriteria 

inklusi memilik peluang yang sama, serta populasi yang tidak terlalu besar (Khayroiyah et al., 

2025). Jumlah Sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh 

ukuran yang representatif,   

Penerimaan otoritas menggambarkan persepsi responden tentang kondisi-kondisi yang 

memungkinkan untuk mematuhi perintah otoritas merupakan variable bebas. Sedangkan 

variable terikat adalah tingkat pelanggaran karyawan dalam mengimplementasikan kebijakan 

jam kerja. Untuk menguji hipotesis keterkaitan kedua variable tersebut, digunakan uji korelasi 

Spearman atas pertimbangan keberadaan data yang ekstrem (H.O. et al., 2021).  Data 

penerimaan otoritas diperoleh dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner terhadap 

seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan tingkat  pelanggaran tenaga kependidikan diukur 
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dengan data rekam kehadiran karyawan yang tersimpan di Bagian Sumber Daya Manusia. Data 

lain yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan diperoleh dari notulensi diskusi. 

Seluruh pertanyaan dalam kuesioner berasal dari konsepsi Barnard tentang empat 

kondisi yang mempengaruhi penerimaan terhadap otoritas, yaitu : pemahaman terhadap 

perintah, kepercayaan bahwa perintah tidak menyimpang dari tujuan organisasi, kepercayaan 

bahwa perintah sesuai dengan kepentingan pribadi, serta kemampuan secara fisik dan mental 

untuk mematuhi (Barnard, 1938). Seluruh pertanyaan dalam instrument tersebut telah diuji 

validitasnya dengan Pearson Correlation , dengan nilai  sig. (2-tailed)  sebesar 0.00  atau lebih 

besar dari 0.05, serta nilai r hitung terkecil sebesar 0,598 atau lebih besar dari r tabel 0,3061. 

Dengan demikian seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Sedangkan nilai Cronbach's Alpha 

Sebesar 0.869 atau lebih besar dari 0.7, sehingga. instrument dinyatakan reliabel. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November, bertepatan dengan 1 tahun 

penerapan kebijakan jam kerja 8 jam / hari dan 40 jam per minggu, dari pukul 08.00 - 16.00.  

Perubahan signifikan atas peraturan sebelumnya adalah adanya 2 macam fleksibilitas. 

Fleksibilitas pertama tidak mensyaratkan jam hadir dan jam pulang, sedangkan fleksibilitas 

kedua memberikan toleransi terhadap keterlambatan. Namun durasi kehadiran tetap 8 jam per 

hari.   

Pada tahap implementasi kebijakan, setiap keterlambatan/pulang cepat akan 

mendapatkan notifikasi dari bagian Human Capital Manajemen Yayasan. Notifikasi berasal 

dari rekaman kehadiran melalui aplikasi talenta. Selanjutnya rekaman ini akan menjadi data 

untuk mengukur kepatuhan karyawan terhadap kebijakan jam kerja.  Kuesioner disebarkan 

melalui kepala bagian setiap unit, dan terkumpul sejumlah 54 kuesioner. Pemaparan kedua 

sumber data tersebut akan dilakukan secara deskriptif maupun berdasarkan hasil uji statistik.  
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Gambaran Umum Populasi 

Responden penelitian adalah tenaga kependidikan yang terdiri dari Instruktur, laboran, 

tenaga administrasi, serta tenaga pendukung. Jumlah keseluruhan tenaga kependidikan adalah 

sebagai berikut,  

Tabel 1. Distribusi Tenaga Kependidikan berasarkan Fungsi dan Masa Kerja 

Fungsi Kerja 
Masa Kerja 

Total 
< 1 th 1 – 3 th 3 – 5 th >5th 

Instruktur 3 2 2 11 18 

Laboran 1 3 0 9 13 

Administrasi 1 4 5 14 24 

Pendukung 0 1 1 6 8 

 5 10 8 40 63 

Sumber : data SDM 2025 

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, maka terdapat 5 tenaga 

kependidikan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tidak dapat menjadi responden. Tenaga 

kependidikan tersebut diterima, dan mulai bekerja pada rentang waktu pertengahan November 

2024 hingga awal Oktober 2025. Kelima tenaga kependidikan tersebut menggantikan posisi 

tenaga kependidikan yang resign pada periode April 2024 hingga Mei 2025. Dari 59 tenaga 

kependidikan yang memenuhi kriteria, hanya  terkumpul 54 kuesioner, dan hanya 50 tenaga 

kependidikan yang menyatakan bersedia menjadi responden dan mengembalikan kuesioner.  

Respon Terhadap Kebijakan Jam Kerja 

Seluruh responden diminta untuk memberikan tanggapanya dari sudut pandang : 

Tabel 2. Respon Terhadap Kebijakan Jam Kerja 

Kriteria 

Penilaian 

Tanggapan Responden 
Total 

STS    SS 

Kebijakan terlalu 

Berat 
7 18 19 5 1 50 

Kebijakan 

Terlalu Kaku 
4 11 14 15 6 50 

 11 30 34 20 7  

Sumber : Kuesioner Penelitian 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa hanya 6 dari 50 responden (12% )yang 

menilai kebijakan jam kerja berat. Tetapi angka yang lebih tinggi tampak pada penilaian bahwa 

kebijakan jam kerja terlalu kaku, yaitu sebanyak 21, atau 42% dari total responden. Data 

tersebut mendukung pernyataan salah seorang tendik yang mendapatkan sanksi atas 

pelanggaran kebijakan jam kerja. Menurutnya kebijakan lama lebih nyaman, dengan rata-rata 
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40 jam per minggu, dapat menyesuaikan jadwal perkuliahan.  (Bagian Sumber Daya Manusia, 

2025).  Apalagi dengan kebijkan baru, terlambat 1 menit sudah dihitung terlambat. 

Tingkat Pelanggaran Terhadap Kebijakan Jam Kerja 

Tingkat pelanggaran ditunjukkan dengan banyaknya notifikasi keterlambatan, pada 

rekapitulasi presensi setiap bulan. Berdasarkan rekam presensi tenaga kependidikan yang 

sesuai kriteria pada periode November 2024 – Oktober 2025, pelanggaran kebijakan dengan 

ketentuan terlambat/pulang cepat adalah sebagai berikut :  

Keterangan: Jumlah dan Prosentase kumulatif Pelanggaran November 2024-Oktober 2025 

Sumber: Data SDM (2025). 

Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan mencolok antara keterlambatan 

di bawah 10 dalam setahun dengan keterlambatan di atas 10 dalam setahun. Keterlambatan 

lebih dari 10 kali dalam 1 tahun dibawah 20%, atau lebih dari 80% tenaga kependidikan 

melakukan keterlambatan dibawah 10 kali dalam 1 tahun.  

Adanya angka ekstrem membuat jumlah keterlambatan tidak dapat dikategorikan dalam 

distribusi normal. Untuk itu, kategori hipotetik dapat dilakukan dengan mengacu pada 

kebijakan jam kerja, yaitu menetapkan jumlah pelanggaran maksimal yang paling ditoleransi 

adalah 15 kali dalam 1 tahun.  Dengan menghitung mean dan simpangan deviasi,  data di atas 

dapat kita kelompokkan menjadi  3 yaitu Tinggi, rendah, Sedang.  Dengan distribusi frekuensi 

sebagai berikut :  

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pelanggaran 

KATEGORI PELANGGARAN FREKUENSI % 

Rendah (< 5,2) 37 64 

Sedang ( 5,2 – 9,8) 14 24 

Tinggi (98 <) 7 12 

Sumber : Olah Data SDM 2025 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase terbesar adalah pelanggaran dalam 

kategori rendah. Atau jika pelanggaran kategori rendah mengindikasikan kepatuhan tenaga 

kependudukan terhadap kebijakan jam kerja, maka kepatuhan tenaga kependidikan relatif 

tinggi. Atau sebesar 64% tenaga kependidikan mempunyai  kepatuhan tinggi.  

Hubungan Tingkat Pelanggaran dan Kondisi Pendukung Penerimaan Terhadap 

Otoritas 

Terdapat empat kondisi penerimaan otoritas sebagai hipotesis penelitian yang akan diuji 

secara statistik terkait dengan tingkat kepatuhan. Tingkat pelanggaran karyawan tingkat 

pelanggaran jam kerja.   Dengan menggunakan uji korelasi Spearman, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Kondisi Pendukung Penerimaan terhadap Otoritas Dengan 

Tingkat Pelanggaran 

Kondisi Pendukung Penerimaan Terhadap Otoritas Koefisien 

Korelasi 

Sig. (2-

tailed) 

Pemahaman terhadap Instruksi/ Kebijakan .081 .578 

Keyakinan bahwa Kebijakan Selaras dengan Tujuan Organisasi .149 .301 

Keyakinan bahwa Kebijakan tidak bertentangan dengan 

Kepentingan Pribadi 
.304* .032 

Tidak Adanya Hambatan Fisik dan Mental untuk melaksanakan 

perintah / Kebijakan 
.058 .687 

Dari tabel di atas hanya kondisi ketiga yang menunjukkan adanya korelasi, dengan 

koefisien korelasi 0,304  dan Signifikan 2.tailed 0.032 (<0.05).  Nilai koefisien korelasi di 

antara 0,26 – 0,50 menunjukkan derajat hubungan yang cukup dan bernilai positif.  Sehingga 

ada hubungan antara tingkat pelanggaran dengan keyakinan bahwa kebijakan yang diterapkan 

tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi.  

Hasil di atas membuktikan temuan  Chassagnon, yang mempertimbangkan Teori Ilmu 

Organisasi Williamson terhadap keempat kondisi yang diusulkan Barnard sebagai syarat 

diterimanya otoritas. Di antara keempat kondisi tersebut, hanya kondisi ketiga yang dapat 

dipertahankan. (Chassagnon et al., 2022). Kondisi pertama dan kedua merupakan tuntutan 

mutlak untuk karyawan, sedangkan kondisi keempat menjadi persyaratan sistem.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat dua kesimpulan utama dari hasil penelitan terhadap implementasi kebijakan 

jam kerja bagi tenaga kependidikan. Pertama  terkait tingkat pelanggaran yang terjadi dalam 

kurun waktu 1 tahun pelaksanaan relatif rendah. Sebagian besar tenaga kependidikan relatif 



 
 

   

e-ISSN:3046-8132; p-ISSN:3046-868X, Hal 66-79 
 

 
 
 

memenuhi ketentuan waktu kerja 40 jam / minggu pada jam 08.00 hingga 16.00. Sedangkan 

kondisi yang mendukung penerimaan terhadap otoritas yang berhubungan dengan tingkat 

pelanggaran tenaga kependidikan adalah keyakinan bahwa kebijakan tersebut tidak 

bertentangan dengan kepentingan pribadi. Nilai positif hubungan tidak dapat mengindikasikan 

hubungan linear, mengingat variable kondisi pendukung kepatuhan berorientasi pada 

kepatuhan, bukan pada pelanggaran.  

Agar diperoleh nilai korelasi yang lebih sesuai, diperlukan konversi nilai pada data, 

agar dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan. Meskipun tingkat pelanggaran rendah, 

namun keberadaan nilai ekstrem pada kasus pelanggaran perlu mendapatkan perhatian lebih. 

Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan, yang melihat fenomena perubahan kebijakan tersebut 

dengan variable lain seperti motivasi atau komitmen kerja. 
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